
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.250, 2022 KEMENSESNEG. Petunjuk Pelaksanaan 

Penyusunan. Evaluasi Standar Pelayanan.  

 
 

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 1 TAHUN 2022 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI  

STANDAR PELAYANAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk menjamin terselenggaranya kinerja pelayanan 

Kementerian Sekretariat Negara secara efektif, efisien, 

responsif, transparan, dan akuntabel, serta mengacu pada 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Standar Pelayanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Sekretaris Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan 

dan Evaluasi Standar Pelayanan Kementerian Sekretariat 

Negara; 

   

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

5. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang 

Pedoman  Standar Pelayanan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014  Nomor 615); 

7. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 

2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1013); 

     

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI 

STANDAR PELAYANAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT 

NEGARA. 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Standar Pelayanan adalah suatu tolok ukur yang 

dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan 

sebagai kewajiban dan janji unit pelayanan kepada 

pengguna pelayanan dalam rangka pelayanan yang 

berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 

2. Pelayanan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka 

pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelayanan yang 
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menghasilkan produk/keluaran berupa barang, jasa, 

dan/atau pelayanan administratif kepada pengguna 

pelayanan.  

3. Pengguna Pelayanan adalah seluruh pihak luar 

Kementerian Sekretariat Negara, baik warga negara 

maupun penduduk sebagai orang perseorangan, 

kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan 

sebagai penerima manfaat pelayanan, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

4. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang 

berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang 

terdapat dalam Standar Pelayanan. 

5. Unit Pelayanan adalah satuan organisasi/unit 

kerja/istana kepresidenan di daerah yang berdasarkan 

organisasi dan tata kerja Kementerian Sekretariat Negara 

memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada 

Pengguna Pelayanan. 

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesekretariatan negara. 

7. Kementerian adalah kementerian yang 

menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi 

serta analisis urusan pemerintahan di bidang 

kesekretariatan negara. 

 

Pasal 2  

Petunjuk pelaksanaan penyusunan dan evaluasi Standar 

Pelayanan Kementerian merupakan acuan bagi Unit 

Pelayanan di lingkungan Kementerian dalam menyusun dan 

mengevaluasi Standar Pelayanan. 

 

Pasal 3  

(1) Petunjuk pelaksanaan penyusunan dan evaluasi Standar 

Pelayanan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 terdiri atas: 

a. pendahuluan; 

b. prinsip, komponen, format, dan mekanisme 

penyusunan; 
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c. penetapan, penerapan, serta pemantauan dan 

evaluasi; dan 

d. penutup. 

(2) Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan penyusunan 

dan evaluasi Standar Pelayanan Kementerian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 4  

(1) Seluruh Unit Pelayanan di lingkungan Kementerian 

harus menyusun dan mengevaluasi Standar Pelayanan 

yang mengacu pada petunjuk pelaksanaan penyusunan 

dan evaluasi Standar Pelayanan Kementerian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 

(2) Penyusunan dan evaluasi Standar Pelayanan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan 

oleh unit kerja yang secara fungsional melaksanakan 

koordinasi dan pelaksanaan analisis, kajian, dan 

evaluasi dalam penataan ketatalaksanaan di lingkungan 

Kementerian. 

 

Pasal 5  

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ditetapkan dengan keputusan pimpinan Unit Pelayanan. 

 

Pasal 6  

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 7 Maret 2022 

 

MENTERI SEKRETARIS NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

PRATIKNO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 10 Maret 2022 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

BENNY RIYANTO 
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